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PENDAHULUAN

Evaluasi atas Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2021 Tentang Remunerasi
Remunerasi Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Khusus Daerah
(Pergub 51/2021) ini akan memuat dasar hukum pembentukan dan bagaimana
Sejarah pengaturan Pergub 51/2021, yang dibandingkan dengan Pergub
sebelumnya. Hal ini akan menjelaskan hal hal baru yang ditawarkan oleh Pergub
51/2021 dibandingkan dengan peraturan lama, untuk menjadikan tawaran perbaikan
atas usulan perubahan pergub 51/2021 kelak. Terakhir di laporan ini akan
membahas persoalan kewenangan Gubernur mengenai pemberian remunerasi
pada BLUD Rumah sakit, yang kemudian dituangkan dalam bentuk produk hukum
yang sesuai.

TINJAUAN LANDASAN FORMIL

Sejumlah landasan formil yang mengikat, diantaranya adalah sebagai berikut:

1.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856).

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan
Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
1213).



. EVALUASIKEBIJAKAN

a. Objek Hukum

Objek vyang diteliti adalah mengenai kewenangan Gubernur mengenai
pemberian remunerasi pada BLUD Rumah Sakit, yang kemudian dituangkan

dalam bentuk produk hukum yang sesuai.

b. Analisis Hukum
b.1 Skema Dasar Hukum Pembentukan dan Kedudukan serta Pengaturan
Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2021 tentang Remunerasi Pegawai
Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Khusus Daerah

Skema ini dimaksudkan untuk memetakan pengaturan mengenai remunerasi
Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Khusus Daerah, dalam
rangka identifikasi kewenangan pemberian pengaturan agar tidak menyalahi dan

melebihi pengaturan serta kewenangan dari peraturan perundang-undangan
diatas.

Ps.293 dan Ps 330
UU 23/2014 Permendagri 79/ 2018 tentang
‘ BLUD

PP 58/2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah
Ps 150

PP 12/2019 tentang
Pengelolaan Keuvangan Daerah

Permendagri no 61,/2007
tentang
Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuvangan

Permendagri 79/ 2018 tentang BLUD

*tidak ada perintah delegasi dalam menimbang tp
BLUD - hanya pernyatan Permendagri 61/2007 tak sesual

Pergub 51/2021
Tentang Renumerasi Pegawai RSUD dan RSKD

bahwa berdasarkan ketentuan
tentang Badan Layanan Umum Daerah, remunerasi pegawai sebagaimana
dimaksud dalam huruf a diatur dengan peraturan kepala daerah berdasarkan usulan
pemimpin Badan Layanan Umum Daerah;

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai
pengadaan, persyaratan,
pengangkatan, penempatan,
batas usia, masa kerja, hak,
kewajiban dan pemberhentian
Pejabat Pengelola dan pegawai
yang berasal dari tenaga
profesional lainnya diatur dengan
Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 24

(1) Remunerasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 23 ayat
(1), diatur dengan peraturan
kepala daerah berdasarkan
usulan pemimpin.



b.2 Perbandingan Ketentuan tentang Remunerasi

Pergub 51/2021 adalah penggantu dari Peraturan Gubernur Nomor 221 tahun

2016 tentang Pedoman Pemberian Remunerasi Bagi Pegawai Rumah Sakit

Umum dan Rumah Sakit Khusus Daerah. Terdapat beberapa perbedaan

pengaturan dibandingkan dengan peraturan sebelumnya.

PENERIMA Remunerasi diberikan kepada pegawai negeri sipil maupun | Berdasarkan ketentuan Pasal 4, remunerasi diberikan kepada
REMUNERASI pegawai non pegawai negeri sipil yang bertugas di RSUD dan | pegawai RSUD dan RSKD kelas A, kelas C, dan D
RSKD.
KOMPONEN e Imbalan untuk posisi ®  Gaji (termasuk Gaji ke-13)
REMUNERASI - Gaji ® Tunjangan Tetap
- Tunjangan posisi e Insentif
- Gaji ke-13 Nilai kompetensi
- THR - Peringkat jabatan (membedakan insentif berdasarkan
e Imbalan untuk kinerja RSUD kelas A, B, dan C)
- Nilai kompetensi Penilaian kinerja pegawai
- Peringkat posisi (dibedakan antara RSUD Kelas A dan | ® Pensiun
Kelas B dengan Kelas C dan Kelas D)
- Penilaian kinerja (untuk dokter spesialis) ———
® Imbalan untuk perorangan
- Shift o Tambahan insentif:
- Nerus 1) Tunjangan bahaya radiasi
- Oncall 2) Uang shift
- Tunjangan radiasi 3) Uang lembur
- Jaminan sosial kesehatan 4) Uangon call
-] sosial k jaan 5) THR
Ketentuan baru:
= penegasan ketentuan mengenai Tidak mengatur
ketentuan mengenai insentif peringkat jabatan untuk
RSUD kelas D. berdasarkan ketentuan Pasal 22,
penghasilan bagi Pegawai RSUD kelas D diberikan sesuai
dengan peraturan gubernur.
PEMBATASAN Belum diatur. Mengatur penegasan adanya pembatasan jumlah akumulasi
PENERIMAAN tambahan penghasilan pegawai dan remunerasi yang diterima
TAMBAHAN PNS Pejabat Pimpinan Tinggi dan Pejabat Administrator pada
PENGHASILAN RSUD atau RSKD yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan
PEGAWAI  DAN BLUD paling besar 120% dari besaran tambahan penghasilan
REMUNERASI pegawai tertinggi pada peringkat jabatan.
PNS PEJABAT
PIMPINAN
ALOKASI Alokasi anggaran remunerasi bersumber dari pendapatan | Alokasi anggaran remunerasi bersumber dari APBD dan
ANGGARAN BLUD paling banyak 45% untuk tunjangan posisi, imbalan | pendapatan BLUD RSUD/RSKD paling banyak 50%.
kinerja dan imbalan perorangan.
Besaran 45% meliputi: Besaran 50% meliputi:

- Paling sedikit 35% dari pendapatan RS vyang - Paling sedikit 37% dari pendapatan BLUD RSUD/RSKD
menerapkan pola pengelolaan kevangan BLUD; untuk remunerasi pegawai;

- Paling banyak 13% dari pendapatan RS yang - Paling banyak 13% dari pendapatan BLUD RSUD/RSKD
menerapkan BLUD untuk perhitungan koefisien pada insentif berdasarkan koefisien tindakan dokter
tindakan pada komponen imbalan kinerja dokter spesialis.
spesialis.

b.3 Persoalan Kewenangan Gubernur dalam Pemberian Remunerasi dan Usulan
bentuk Produk Hukum



Berdasarkan ketentuan Pasal 346 UU Pemerintahan Daerah dan Pasal 205 PP
12/2019, Daerah diberikan kewenangan untuk membentuk Badan Layanan Umum
Daerah (“BLUD”) dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 346 UU Pemerintahan Daerah

‘Daerah dapat membentuk Badan Layanan Umum Daerah dalam rangka
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan berpedoman pada
ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Pasal 205 ayat (1) dan (2) PP 12/2019

(1) Pemerintah Daerah dapat membentuk BLUD dalam rangka meningkatkan
pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2) Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah menetapkan kebijakan fleksibilitas
BLUD dalam Perkada yang dilaksanakan oleh pejabat pengelola BLUD.

Adapun bentuk-bentuk pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan oleh BLUD
meliputi:

a. Penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum;

b. Pengelolaan dana khusus untuk meningkatkan ekonomi dan/atau layanan kepada
masyarakat, dan/atau

c. Pengelolaan wilayah/kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian
masyarakat atau layanan umum.

BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit
satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan
pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan
keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada
umumnya. Definisi tersebut juga sama sebagaimana diatur dalam PP 12/20109.

Penjelasan Pasal 346 UU Pemerintahan Daerah

“Yang dimaksud dengan “badan layanan umum daerah” adalah sistem yang diterapkan
oleh satuan kerja Perangkat Daerah atau unitkerja pada satuan kerja Perangkat Daerah
dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam
pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah
pada umumnya.”

Pasal 1 angka 58 PP 12/2019

‘Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang
diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah
pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat
yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian
dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya. ”



Sesuai dengan definisi dari BLUD di atas, maka BLUD merupakan unit kerja dalam
Pemerintah Daerah, bukan badan hukum tersendiri. BLUD dibentuk untuk memberikan
pelayanan kepada masyarakat dengan pola pengelolaan keuangan yang fleksibel

dibandingkan dengan ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

Pengelolaan keuangan daerah melalui BLUD dikelola dengan prinsip pendelegasian
wewenang dari pemerintah Daerah kepada Pengelola BLUD dengan tetap berada
dalam pengawasan dan regulasi Pemerintah Daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 4
ayat (1) PP 12/2019, pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dijalankan
oleh Kepala Daerah selaku wakil dari Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan
daerah yang dipisahkan. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 205 ayat (2) dan (3)
PP 12/2019 diatur ketentuan bahwa kebijakan BLUD dilaksanakan oleh pejabat
pengelola BLUD.

Pasal 4 ayat (1) PP 12/2019
“‘Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan Pengelolaan keuangan Daerah dan
mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.”

Pasal 205 ayat (2) dan (3) PP 12/2019

(2) Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah menetapkan kebijakan fleksibilitas BLUD dalam
Perkada yang dilaksanakan oleh pejabat pengelola BLUD.

(3) Pejabat pengelola BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab
atas pelaksanaan kebijakan fleksibilitas BLUD dalam pemberian Kegiatan pelayanan
umum terutama pada aspek manfaat dan pelayanan yang dihasilkan.

Tanggung jawab dari Kepala Daerah serta Pejabat Pengelola BLUD juga kembali
ditegaskan ke dalam Permendagri 79/2018 sebagai berikut:

Pasal 2 Permendagri 79/2018

(1) BLUD bertujuan untuk memberikan layanan umum secara lebih efektif, efisien,
ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas
keadilan, kepatutan dan manfaat sejalan dengan Praktek Bisnis Yang Sehat, untuk
membantu pencapaian tujuan pemerintah daerah yang pengelolaannya dilakukan
berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh kepala daerah

(2) Kepala daerah bertanggung jawab atas kebijakan penyelenggaraan pelayanan
umum.

(3) Pejabat Pengelola BLUD bertanggung jawab atas pelaksanaan pemberian layanan
umum terutama pada aspek manfaat yang dihasilkan.



Berdasarkan ketentuan tersebut, jelas bahwa Pemerintah Daerah berwenang untuk
membentuk BLUD serta mengangkat dan memberhentikan Pengelola BLUD untuk
memberikan pelayanan umum kepada masyarakat, sementara Pengelola BLUD
memiliki tanggung jawab untuk menjalankan pemberian layanan umum yang telah
ditetapkan oleh Kepala Daerah. Secara eksplisit, maka posisi pengelola BLUD secara
langsung bertanggung jawab kepada Pemerintah Daerah. Hal ini juga telah sesuai
dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Permendagri 79/2018.

Pasal 7 ayat (1) dan (2) Permendagri 79/2018
(1) Pejabat Pengelola diangkat dan diberhentikan oleh kepala daerah.
(2) Pemimpin bertanggungjawab kepada kepala daerah.

Dengan demikian, PEMERINTAH DAERAH DIBERIKAN WEWENANG UNTUK
MEMBENTUK BLUD SEBAGAI BAGIAN DARI PENYELENGGARAAN PELAYANAN
PUBLIK. KEWENANGAN INI DIJALANKAN DAN DITETAPKAN OLEH KEPALA
DAERAH SEBAGAI WAKIL DARI PEMERINTAH DAERAH DALAM KEPEMILIKAN
KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN. SELANJUTNYA PELAKSANAAN DARI
KEBIJAKAN BLUD YANG TELAH DITETAPKAN OLEH KEPALA DAERAH
DIJALANKAN OLEH PEJABAT PENGELOLA BLUD.

b.4 Kewenangan Penetapan Remunerasi dalam Pengelolaan BLUD

Secara umum, kerangka hukum mengenai pengelolaan keuangan BLU diatur dalam PP
Pengelolaan Keuangan BLU. Namun, pengelolaan keuangan daerah secara khusus
mengacu pada PP 12/2019 dan Permendagri 79/2018. Berdasarkan ketentuan Pasal
23 ayat (1) Permendagri 79/202018, dalam menjalankan kegiatan pelayanan umum
kepada masyarakat, Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai BLU diberikan
hak untuk menerima remunerasi berdasarkan tingkat tanggung jawab dan tuntutan
profesionalisme yang diperlukan.

Pasal 23 ayat (1) Permendagri 79/2018
“‘Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD diberikan remunerasi sesuai dengan
tanggungjawab dan profesionalisme.”

Adapun remunerasi yang diberikan kepada Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD

meliputi:

a. gaiji, yaitu imbalan kerja berupa yang yang bersifat tetap setiap bulan;

b. tunjangan tetap, yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan
pendapatan di luar gaji setiap bulan;

c. insentif, yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar
gaji;

d. bonus atas prestasi yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan
pendapatan di luar gaji, tunjangan tetap dan insentif, atas prestasi kerja yang dapat



diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran setelah blud memenuhi syarat
tertentu

e. pesangon, yaitu imbalan kerja berupa uang santunan purna jabatan sesuai dengan
kemampuan keuangan; dan/atau

f. pensiun, yaitu imbalan kerja berupa uang.

Remunerasi yang diberikan kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD ditetapkan
berdasarkan peraturan kepala daerah berdasarkan usulan pemimpin BLUD.

Pasal 24 ayat (1) Permendagri 79/2018
“‘Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) diatur dengan peraturan
kepala daerah berdasarkan usulan pemimpin”

Berdasarkan bunyi pasal di atas, maka dapat dipahami bahwa pengajuan besaran
remunerasi disusun oleh pemimpin BLUD yang selanjutnya disampaikan kepada kepala
daerah sebagai usulan untuk kemudian apabila disetujui oleh kepala daerah akan
dibentuk dalam peraturan kepala daerah. Namun Penentuan besaran remunerasi
kepada Pejabat dan Pegawai BLUD yang akan diatur dalam peraturan kepala daerah
harus memperhatikan beberapa hal sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (2) dan (3)
Permendagri 79/2018, yakni prinsip proporsionalitas, prinsip kesetaraan, prinsip
kepatutan, kewajiban, kinerja, serta juga dapat memperhatikan indeks harga
daerah/wilayah.

Sebagai perbandingan pelaksanaan remunerasi di tingkat pusat, Menteri Kesehatan
mengeluarkan  Keputusan  Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan  Nomor
HK.02.02/D/286/2025 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Remunerasi Bagi Pejabat
Pengelola, Pegawai, dan Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Rumah Sakit Di
Lingkungan Kementerian Kesehatan yang memberikan definisi dari masing-masing
prinsip dalam pemberian remunerasi sebagai berikut:

1. Proposionalitas
Remunerasi harus diberikan secara proporsional berdasarkan tingkat tanggung
jawab, kompleksitas pekerjaan, dan risiko yang dihadapi oleh pegawai. Prinsip
proporsional ini memastikan bahwa ada keseimbangan antara beban kerja dan
kompensasi yang diterima.

2. Kesetaraan
Prinsip ini secara bersamaan akan menciptakan sistem remunerasi yang tidak
hanya adil dan proporsional, tetapi juga memotivasi pegawai untuk memberikan
pelayanan terbaik dan berkontribusi secara maksimal terhadap kemajuan rumah
sakit.



3. Kepatutan Prinsip kepatutan mengharuskan pemberian remunerasi yang layak
dan sesuai dengan standar, serta mempertimbangkan aspek etis dalam
penetapan remunerasi.

4. Kinerja
Prinsip ini menekankan bahwa remunerasi harus berkaitan erat dengan
kinerja individu maupun kinerja keseluruhan tim atau unit kerja. Sistem
remunerasi berbasis kinerja akan memberikan insentif kepada pegawai untuk
mencapai target-target yang telah ditetapkan dan mendorong peningkatan
efisiensi serta kualitas pelayanan di rumah sakit. Penilaian kinerja yang
objektif dan transparan menjadi kunci dalam menerapkan prinsip ini, sehingga
pegawai yang berkinerja mendapatkan penghargaan yang sesuai.

Usulan besaran remunerasi yang disampaikan oleh Pemimpin BLUD harus memenuhi
indikator penilaian sesuai ketentuan Pasal 25 Permendagri 79/2018 yakni meliputi:

a. pengalaman dan masa kerja;

b. keterampilan, ilmu pengetahuan, dan perilaku

c. resiko kerja;

d. tingkat kegawatdaruratan;

e. jabatan yang disandang; dan

f. hasil/capaian kerja.

Khusus untuk penghitungan besaran remunerasi bagi pemimpin juga diatur lebih lanjut
dalam ketentuan Pasal 26 Permendagri 79/2018 yakni meliputi:

a. ukuran dan jumlah aset yang dikelola, tingkat pelayanan serta produktivitas;

b. pelayanan sejenis;

c. kemampuan pendapatan; dan

d. kinerja operasional berdasarkan indikator keuangan, pelayanan, mutu dan manfaat
bagi masyarakat.

Selain Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD, dewan pengawas dan sekretaris dewan

pengawas juga berhak untuk mendapatkan remunerasi dalam bentuk honorarium

sebagai imbalan kerja berupa uang, bersifat tetap dan diberikan setiap bulan. adapun

besaran honorarium dewan pengawas ditetapkan oleh Permendagri 79/2018 sebagai

berikut:

a. honorarium ketua Dewan Pengawas paling banyak sebesar 40% (empat puluh
persen) dari gaji dan tunjangan pemimpin;

b. honorarium anggota Dewan Pengawas paling banyak sebesar 36% (tiga puluh
enam persen) dari gaji dan tunjangan pemimpin; dan
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c. honorarium sekretaris Dewan Pengawas paling banyak sebesar 15% (lima belas
persen) dari gaji dan tunjangan pemimpin.

Penghitungan besaran remunerasi oleh pemimpin BLUD sesuai dengan indikator
sebagaimana diatur dalam Pasal 25 dan Pasal 26 Permendagri 79/2018 juga sebagai
salah satu bentuk tugas dari Pemimpin BLU. Berdasarkan pasal 8 ayat (1) Permendagri
78/2019 memiliki tugas salah satunya ialah untuk melakukan evaluasi penyelenggaraan
kegiatan BLUD.

Pasal 8 ayat (1) Permendagri 79/2018

“‘Pemimpin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:

a. Memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi
penyelenggaraan kegiatan BLUD agar lebih efisien dan produktivitas

b. merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD serta kewajiban lainnya sesuai
dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh kepala daerah;

C. menyusun Renstra;

d. menyiapkan RBA;

e. mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada kepala daerah
sesuai dengan ketentuan;

f.  menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan BLUD selain pejabat yang
telah ditetapkan dengan peraturan perundanganundangan;

g. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD yang dilakukan oleh pejabat
keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta
menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan
BLUD kepada kepala daerah; dan

h. tugas lainnya yang ditetapkan oleh kepala daerah sesuai dengan kewenangannya.”

Dengan demikian, YANG MEMILIKI WEWENANG UNTUK MENETAPKAN BESARAN
REMUNERASI ADALAH KEPALA DAERAH YANG DITETAPKAN MELALUI
PERATURAN GUBERNUR. Hal ini juga mengingat Kepala Daerah memiliki posisi
sebagai pemegang kekuasaan Pengelolaan keuangan Daerah. Sementara pemimpin
BLU hanya memiliki wewenang untuk melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan
BLUD vyakni termasuk menghitung besaran remunerasi untuk SDM BLUD untuk
kemudian diajukan sebagai usulan kepada pemerintah daerah.



V.

REKOMENDASI KEBIJAKAN

1. Secara ideal, diperlukan 2 (dua) bentuk produk hukum yakni pengaturan yang

mengatur secara umum mengenai pemberian remunerasi kepada BLUD yang
akan dibentuk ke dalam Peraturan Gubernur dan pengaturan yang mengatur
secara khusus mengenai teknis pemberian remunerasi, terutama terkait
penetapan besaran remunerasi. Pengaturan khusus lebih baik ditetapkan ke
dalam bentuk Keputusan Gubernur. Hal ini mengingat besaran remunerasi akan
lebih  mungkin mengalami perubahan dari waktu ke waktu, sehingga
penempatannya ke dalam Keputusan Gubernur akan lebih memudahkan proses

perubahan tanpa harus merubah peraturan gubernur.

. Sebagai perbandingan dengan tingkat pusat, pemberian remunerasi bagi BLU

RSUP dilakukan dengan bentuk penetapan dengan Keputusan Gubernur,
bersifat beschikking. Pemberian remunerasi tersebut ditetapkan dalam
Keputusan Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan Nomor Hk.02.02/D/286/2025
tentang Petunjuk Teknis Pemberian Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola,
Pegawai, dan Dewan Pengawas Badan Layanan Umum RS di Lingkungan

Kementerian Kesehatan.

. Secara umum Rancangan Peraturan Gubernur DKI Jakarta mengenai

remunerasi bagi BLUD RSUD yang telah disusun pada prinsipnya sudah cukup

memadai. Sebagaimana yang diperintahkan oleh Permendagri.
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